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Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/423143/rencana-perubahan-apbd-kalsel-2024-defisit-rp15-triliun-

lebih 

 

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor mengungkapkan rencana 

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsinya defisit atau 

selisih kurang Rp1,5 triliun lebih. 

Hal itu terungkap ketika menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD 2024 pada rapat paripurna 

DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Kamis. 

Dalam KUA-PPAS perubahan APBD Kalsel yang dibacakan Sekdaprov 

setempat, Roy Rizali Anwar, bahwa Pendapatan Daerah Rp11,4 triliun lebih dan Belanja 

Daerah Rp11,4 triliun lebih. 

"Defisit anggaran pada perubahan APBD 2024 tersebut akan ditutup dengan 

pembiayaan," ujar orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel 

tersebut. 

Pendapatan Daerah pada rencana perubahan APBD Kalsel 2024 mengalami 

kenaikan lebih kurang Rp1 triliun bila dibandingkan dengan APBD murni yaitu dari Rp10 

4 triliun menjadi Rp1,4 triliun lebih. Begitu pula Belanja Daerah pada rencana perubahan 

APBD Kalsel 2024 mengalami kenaikan dari APBD murni yaitu dari Rp11,5 triliun lebih 

menjadi Rp13,1 triliun. 

Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kalimantan Selatan 2024 Defisit Rp 1,5 Triliun Lebih  
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Usai rapat paripurna berlanjut pembahasan rencana perubahan APBD Kalsel 2024 

tersebut oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim APBD pemerintah provinsi 

(Pemprov) setempat yang diketuai Sekdaprov. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/423143/rencana-perubahan-apbd-kalsel-2024-

defisit-rp15-triliun-lebih, 1 Agustus 2024.  

2. https://kalsel.wahananews.co/utama/gubernur-kalsel-sahbirin-noor-ungkap-apbd-

defisit-rp15-triliun-lebih-3p367ls1zb, 1 Agustus 2024. 

 

Catatan: 

Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris                               3 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

 

 


